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Abstract 

 

This study explores the digital transformation implemented in the 

issuance of Payment Order Letters (SPPD) at the Regional Financial 

and Asset Management Agency (BPKAD), a crucial component of 

regional financial administration. The transformation aims to improve 

efficiency, accuracy, transparency, and accountability by transitioning 

from conventional manual procedures to an integrated digital system. 

Using a descriptive qualitative method, data were collected through 

interviews with key officials, documentation review, and observation of 

the workflow involved in SPPD processing. The results indicate that 

digitalization significantly reduces processing time, minimizes human 

error, enhances data security, and improves document traceability 

across administrative units. Additionally, the system facilitates real-

time monitoring, faster verification, and more structured data storage. 

However, challenges persist, including limited system integration with 

other regional financial platforms, uneven digital literacy among staff, 

and recurring technical disruptions that affect workflow consistency. 

The findings highlight the importance of strengthening ICT 

infrastructure, providing continuous training, and developing fully 

interconnected e-government systems to support sustainable digital 

transformation. The study concludes that digitalization of SPPD 

issuance contributes positively to administrative performance and offers 

a strategic foundation for broader financial management innovation 

within regional government institutions. 
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Abstrak 
 

Penelitian ini mengkaji transformasi digital yang diterapkan dalam proses penerbitan Surat Perintah 

Pencairan Dana (SPPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yang merupakan 

bagian penting dari administrasi keuangan daerah. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, 

akurasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui peralihan dari prosedur manual konvensional menuju sistem 

digital yang terintegrasi. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data 

melalui wawancara dengan pejabat terkait, telaah dokumentasi, dan observasi alur kerja penerbitan SPPD. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi secara signifikan mampu mempercepat waktu pemrosesan, 

meminimalkan kesalahan manusia, meningkatkan keamanan data, serta memperkuat keterlacakan dokumen 

antarunit administrasi. Selain itu, sistem digital memfasilitasi pemantauan secara real-time, verifikasi yang 

lebih cepat, dan penyimpanan data yang lebih terstruktur. Namun demikian, masih ditemui beberapa 

kendala, seperti keterbatasan integrasi sistem dengan platform keuangan daerah lainnya, tingkat literasi 

digital pegawai yang belum merata, serta gangguan teknis yang berulang dan dapat memengaruhi 

konsistensi alur kerja. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur TIK, penyediaan 

pelatihan berkelanjutan, serta pengembangan sistem e-government yang saling terhubung secara 

menyeluruh untuk mendukung keberlanjutan transformasi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

digitalisasi penerbitan SPPD memberikan kontribusi positif terhadap kinerja administrasi dan menjadi 

landasan strategis bagi inovasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih luas. 

 

Kata Kunci : Digitalisasi, E-Government, SPPD 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan signifikan dalam tata kelola 

administrasi pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Digitalisasi menjadi 

langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga publik 

sebagaimana ditegaskan oleh Heeks (2020:15) bahwa transformasi digital berperan dalam 

memperbaiki efektivitas layanan publik melalui sistem berbasis elektronik. Pada konteks Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), proses penerbitan Surat Perintah Pencairan 

Dana (SPPD) sebelumnya dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lebih 

lama, rawan terjadi kesalahan manusia, serta menyulitkan pelacakan dokumen ketika melewati 

beberapa tahap verifikasi antarbidang. Kondisi ini sejalan dengan temuan Nugroho (2021:44) yang 

menyatakan bahwa proses manual dalam administrasi keuangan publik menimbulkan risiko 

keterlambatan pencairan dan rendahnya akurasi data. 

Implementasi sistem digital dalam penerbitan SPPD diharapkan mampu menjawab 

berbagai permasalahan tersebut melalui percepatan proses, peningkatan keamanan data, serta 

penyediaan alur kerja yang lebih terintegrasi. Namun, penerapan digitalisasi juga menghadapi 

tantangan seperti kesiapan infrastruktur, kompetensi digital pegawai, serta keterhubungan sistem 

dengan platform keuangan daerah lainnya sebagaimana disampaikan oleh Suryani (2022:28). 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana transformasi 

digital diterapkan dalam proses penerbitan SPPD di BPKAD, mengidentifikasi manfaat dan 

kendala yang muncul, serta merumuskan rekomendasi yang dapat mendukung peningkatan kinerja 

administrasi keuangan daerah. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk 

memahami proses transformasi digital dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) 

secara mendalam. Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perangkat 

komputer, sistem informasi keuangan daerah yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan 
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dan Aset Daerah (BPKAD), pedoman wawancara, serta dokumen administratif terkait proses 

penerbitan SPPD. Lokasi penelitian berada di kantor BPKAD, tempat seluruh proses digitalisasi 

SPPD diterapkan dan diamati secara langsung.   

Alasan penelitian ini dilakukan adalah karena proses penerbitan SPPD yang sebelumnya 

dilakukan secara manual sering menimbulkan keterlambatan, risiko kesalahan administratif, dan 

rendahnya keterlacakan dokumen, sehingga digitalisasi menjadi langkah penting untuk 

meningkatkan kinerja administrasi keuangan daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara mendalam dengan pejabat dan staf yang terlibat dalam proses SPPD, observasi 

langsung alur kerja digital dan manual, serta studi dokumentasi terhadap arsip SPPD, SOP, dan 

sistem aplikasi yang digunakan.   

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang 

meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah digitalisasi, tantangan implementasi, 

serta manfaat yang diperoleh melalui penerapan sistem digital dalam proses penerbitan SPPD. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses digitalisasi dalam penerbitan Surat Perintah 

Pencairan Dana (SPPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memberikan dampak 

signifikan terhadap efektivitas kinerja administrasi keuangan daerah. Sebelum penerapan sistem 

digital, pengajuan dan verifikasi SPPD dilakukan secara manual melalui pengumpulan berkas fisik 

yang memerlukan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan pencatatan. Setelah digitalisasi 

diterapkan, proses penginputan, validasi, dan persetujuan SPPD dapat dilakukan secara lebih cepat 

melalui sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan pelacakan dokumen secara real-time. 

Temuan ini sejalan dengan pendapat Rukmini (2021:144) yang menyatakan bahwa digitalisasi 

administrasi publik mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi alur kerja. 

Analisis data menunjukkan terjadinya penurunan durasi pemrosesan SPPD dari rata-rata 

beberapa hari menjadi hanya beberapa jam setelah penggunaan platform digital. Selain itu, tingkat 

kesalahan administrasi menurun karena sistem menyediakan pengecekan otomatis terhadap data 

yang tidak valid atau tidak lengkap. Hal ini mendukung hasil penelitian oleh Sari dan Mahfud 

(2022:58) yang menemukan bahwa digitalisasi dokumen keuangan dapat meminimalkan human 

error serta meningkatkan transparansi. Walaupun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa 

keterbatasan integrasi sistem antarbidang serta kemampuan literasi digital pegawai yang tidak 

merata masih menjadi hambatan dalam penerapan digitalisasi secara optimal. 

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa manfaat digitalisasi tidak hanya terlihat 

dalam efisiensi proses, tetapi juga dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

Setiap tahapan SPPD dapat terdokumentasi secara otomatis sehingga mempermudah audit dan 

pengawasan internal. Temuan ini konsisten dengan teori transformasi digital yang dijelaskan oleh 

Marsono (2020:102), bahwa implementasi teknologi dalam administrasi publik mampu 

memperkuat transparansi dan akuntabilitas birokrasi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini 
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mempertegas bahwa digitalisasi SPPD memiliki kontribusi positif terhadap kinerja BPKAD, 

sekaligus menjadi dasar pengembangan inovasi keuangan daerah berbasis e-government. 

Tabel 1. Hasil Perbandingan Proses Manual dan Digitalisasi SPPD 

Aspek Proses Proses Manual Proses Digital (SPPD Online) 

Waktu Proses 2–3 hari kerja 4–6 jam 

Risiko 

Kesalahan 

Tinggi (human error pada input data dan 

verifikasi) 

Rendah (validasi otomatis) 

Transparansi Rendah, sulit dilacak Tinggi, seluruh tahapan terekam 

Keamanan Data Rentan hilang/double filing Penyimpanan terpusat dan 

terenkripsi 

Jejak Audit Tidak lengkap Lengkap dan mudah diakses 

Efisiensi SDM Boros tenaga administratif Lebih efisien, peran staf lebih 

analitis 

 

Gambar 1. Alur Proses Digitalisasi Penerbitan SPPD 
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Bagan 2. Komponen Sistem Digitalisasi SPPD 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang transformasi digitalisasi dalam penerbitan Surat 

Perintah Pencairan Dana (SPPD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), 

dapat disimpulkan bahwa digitalisasi memberikan pengaruh positif terhadap efisiensi, akurasi, 

transparansi, dan akuntabilitas proses administrasi SPPD. Implementasi sistem digital mampu 

mempercepat waktu proses, mengurangi kesalahan manusia, serta meningkatkan keterlacakan 

dokumen dan keamanan data.   

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan beberapa kendala, antara lain keterbatasan 

integrasi sistem dengan platform keuangan lainnya, kompetensi digital pegawai yang belum 

merata, serta gangguan teknis yang sesekali terjadi. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur 

teknologi informasi, pelatihan berkelanjutan bagi pegawai, dan pengembangan sistem e-

government yang terintegrasi sepenuhnya menjadi rekomendasi penting untuk mendukung 

keberlanjutan transformasi digital. 

Penelitian ini memberikan dasar strategis bagi pengembangan inovasi pengelolaan 

keuangan daerah melalui digitalisasi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan evaluasi 

dampak digitalisasi terhadap kepuasan pegawai dan efektivitas pengelolaan anggaran secara 

kuantitatif, serta mempertimbangkan integrasi sistem dengan aplikasi pemerintah pusat dan daerah 

lainnya.   
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